
-f_ 

WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR: 74  TAHUN 2 0 1 7  

TENTANG 

BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA 

PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerjasama Daerah, perlu mengatur tentang Tata 

Cara Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Palopo 

dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tata Cara Kerjasama Daerah 

dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga. 

1 .  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang 

Perjanjian International (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4012); 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo 

di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
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Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 1 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4761); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 

2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja 

Sama Daerah; 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 

2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan 

Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; 

12 .  Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA 

PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA. 
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BABI 

KETERTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kota Palopo. 

2.  Pemeritah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Palopo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

5. Lembaga Pemerintah adalah Pemeritah Daerah Lain dan Lembaga baik 

Departemen atau Non Departemen serta Badan yang berada di bawahnya 

dan Lembaga Pemerintah Negara Lain. 

6. Pihak Ketiga adalah Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan 

lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 

7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah 

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. 

8. Kerjasama adalah suatu rangaian kegiatan yang terjadi karena ikatan 

formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau 

dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna 

� mencapai efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi, dan saling 

menguntungkan. 

9. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh 

Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga 

dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan 

dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

10. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh 

Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga 

dalam rangka kerjasama yang berisi Peraturan secara garis besar 

mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki 

kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang 

berlaku. 
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1 1 .  Calon Mitra Kerja sama adalah semua pihak baik Lembaga Pemerintah, 

Maupun Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan 

Pemerintah Daerah Kota Palopo. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Kerjasama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam 

meningkatkan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan guna 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 

Pasal 3 

Tujuan kerjasama yaitu : 

a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar 

daerah; 

b. meningkatkan pelayanan dan kesejatraan masyarakat di daerah; 

c. mempercepat akselerasi transper ilmu dan teknologi; dan 

d. pemberdayaan sumberdaya dan potensi daerah dalam berbagai bidang, 

untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat. 

BAB Ill 

RU.ANG LllfGKUP 

Pasal 4 

( 1 )  Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek pemerintahan dan pembangunan 

sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki daerah. 

(2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1 )  meliputi seluruh kerjasama pada 

setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 

lebih dari 1 (satu) tahun atau kerjasama yang jangka waktunya kurang 

dari 1 (satu) tahun tetapi materi muatannya bukan merupakan tugas 

pokok dan fungsi secara langsung dari unit kerja yang bersangkutan. 

(3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  harus mengacu 

kepada kebijakan umum Pembanguan Nasional dan Daerah. 

B AB IV  

PRllfSIP KERJASAMA 

Pasal 5 

Kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan Lembaga Pemerintah 

atau dengan pihak ketiga yang dilaksanakan atas dasar prinsip : 

a. efisiensi; 

b. efektifitas; 
c . sinergi; 

d. saling menguntungkan; 

e. kesepakatan bersama; 

f. itikad baik; 

g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 



' I  

h. persamaan kedudukan; 

1. transparansi; 

J. keadilan; 

k. kepastian hukum; dan 

1. saling mendukung. 

BABV 

PENYELENGARAAN KERJA SAMA 

Pasal 6 

(1 )  Kerjasama dapat dilakukan oleh: 

a. pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah; dan 

b. pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. 

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 

a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah 

Daerah lain dan Lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta 

Badan yang berada dibawahnya dan Pemeritah negara lain serta 

perusahaan/ organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Prof esi Dalam dan 

Luar Negeri yang tunduk pada hukum Indonesia sepanjang terdapat 

keterkaitan dengan tujuan kerjasama. 

BABVI 

IKATAN KERJA SAMA 

Pasal 7 

lkatan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan 

Perjanjian Kerjasama. 

Pasal 8 

( 1 )  Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris 

Daerah 

(2) Kesepakatan Bersama berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk, 

pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama 

(3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan 

Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua 

belah pihak 

Pasal 9 

( 1 )  Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Walikota atau SekretarisDaerah. 

(2) Perjanjian Kerjasama yang bersifat strategis ditandatangani oleh Walikota. 

(3) Kriteria Kerjasama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, 

kompleksitas persoalan dan instansional, jangka waktu perjanjian, mitra 

kerjasama. 

(4) Perjanjian kerjasama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah dengan difasilitasi oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan, Bagian Kerjasama Daerah dan Organisasi Perangkat 

Daerah terkait. 
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Pasal 10 

(1) Naskah kesepakatan bersama memuat paling rendah: 
a. judul; 

b. konsideran; 

c. dasar hukum; 

d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan 

bersama, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para 
pihak; dan 

e. penutup. 

(2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dapat 
ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. 

(3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat paling rendah : 

a. judul; 

� b. konsideran; 
c. dasar hukum; 

d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan 
bersama, subyek dan obyek kerjasama, ruang lingkup, hak dan 

kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran 

kerjasama, keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan serta hal 
lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan 

e. penutup. 

BAB VII 

TATA CARA KERJASAMA 

Bagian Pertama 

Persia pan 

Pasal 1 1  

Daerah dalam melakukan kerjasama dapat memilih bentuk kerjasama yang 

ada atau menetapkan sendiri bentuk kerjasamanya berdasarkan kesepakatan. 

Pasal 12 

(1) Tata cara kerjasama diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi 

Kerjasama Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Walikota 

(2) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah paling rendah terdiri atas: 

Pembina 

Pengarah/Penasehat 

Ketua 

Walikota 

Wakil Walikota 

Sekretaris Daerah 



W akil Ketua I 

W akil Ketua II 

Sekretaris 

Anggota Tetap 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Sekretariat Daerah 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Dae rah 

Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat 

Daerah 

a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

Sekretariat Daerah 

c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 

melaksanakan kerjasama 

b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan pelaksanaan kerjasama; dan 

c. Tenaga Ahli/Pakar. 

(3) Tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah : 

a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan; 

b. menyusun dan mengusulkan prioritas urusan yang akan 

dikerjasamakan; 

menyiapkan proposal penawaran kerja sama kepada Lembaga 

Pemerintah atau Pihak Ketiga; 

menyiapkan jawaban atas penawaran kerjasama yang berasal dari 

Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; 

menentukan kriteria kerjasama yang bersifat strategis dan non 

strategis; 

menyiapkan naskah kesepahaman bersama; 

melakukan pembahasan studi kelayakan (feasibility study) terhadap 

penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah atau 

Pihak Ketiga; 

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan calon mitra 

kerjasama; 

menyiapkan dan melakukan pembahasan rumusan Perjanjian 

Kerjasama dengan calon mitra kerjasama; 

menyiapkan perubahan Perjanjian Kerjasama atauAddendum; 

menyiapkan penandatanganan kerjasama; 

dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi kerjasama 

yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan; 

dan 

m. menyusun telaah staf. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim 

Kerjasama dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli/pakar. 

Anggota Tidak Tetap 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

.� 

h. 

i. 

j. 

k. 

1. 
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Bagian Kedua 

Pelaksanaan 

Paragraf Pertama 

Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah 

Pasal 13 

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah dapat 
dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran 
kerjasama dari Lembaga Pemerintah lainnya dengan pelaksanaan sebagai 
berikut: 
1. Penentuan Lembaga Pemerintah Daerah tergantung pada urusan yang 

akan dikerjasamakan dengan mempertimbangkan keserasian 
pembangunan antar daerah, dampak lintas daerah, alih pengetahuan dan 
teknologi, peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan sumber daya 
manusia, efisiensi pelayanan publik, ketentraman umum dan ketertiban 
masyarakat. 

2 Bagian Kerjasama Daerah, memfasilitasi seluruh proses permohonan 
kerja sama, penawaran untuk melakukan kerjasama dilakukan dengan 
surat permohonan dengan tembusan ke Gubemur, Menteri Dalam Negeri 
dan DPRD, dengan sekurang-kurangnya memuat bidang urusan yang 
akan dikerjasamakan, manfaat kerja sama terhadap pembangunan 
daerah, bentuk kerjasama dan jangka waktu kerja sama. 

3. Penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah diterima oleh Bagian 
Kerjasama Daerah. 

4. Bagian Kerjasama Daerah, melakukan pengkajian terhadap penawaran 
kerjasama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait 
urusan yang akan dikerjasamakan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita 
Acara dengan ditandatangani yang hadir dalam pembahasan. 

5. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan 
bersama yang selanjutnya akan dibahas oleh kedua belah pihak. 

6. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti 
dengan perjanjian kerjasama. 

7. Bagian Kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian 
kerjasama oleh Tim Teknis sampai perjanjian kerja sama siap untuk 
ditandatangani. 

Paragraf Kedua 

Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga 

Pasal 14 

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan 

atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerja sama dari 

Pihak Ketiga dengan pelaksanaan sebagai berikut : 

1 .  Penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga maupun jawaban atas penawaran 

kepada calon mitra kerjasama akan diterima oleh Bagi.an Kerjasama 

Daerah. 

2. Bagian Kerjasama Daerah akan melakukan pengkajian terhadap 

permohonan/penawaran kerjasama dari calon mitrakerjasama. 

3. Bagi.an Kerjasama Daerah memfasilitasi pembahasan dan pengkajian 

yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan bentuk kerjasama dengan 

mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait, pejabat terkait dan 

apabila diperlukan dengan Pemohon Kerjasama untuk proses kerjasama. 



4. Bagian Kerjasama Daerah memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian 
kerjasama sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani. 

Bagian Ketiga 

Koordinasi 

Pasal 15 
Bagian Kerjasama Daerah sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan 
perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi keriasama. 

Bagian Keempat 

Penyelesaian Perselisihan 

Pasal 16 
(1 )  Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama akan 

�. diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
(2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak terselesaikan, penyelesaian 

perselisihan difasilitasi oleh : 
a. apabila perselisihan terjadi antar daerah dalam Provinsi Sulawesi 

Selatan maka difasilitasi oleh Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan. 

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersifat final dan 
mengikat. 

b. apabila perselisihan terjadi antar daerah di luar Provinsi Sulawesi 
Selatan maka difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri 
Dalam Negeri bersifat final dan mengikat. 

(3) Apabila Kerjasama Daerah dengan pihak terjadi perselisihan, diselesaikan 

sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian 
kerjasama. 

(4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
� ( 1 ) ,  (2) dan (3) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

PEMBIN.AAN DAN PELAPORAN 

Pasal IT 

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris 
Daerah atas nama Walikota. 

(2) Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan fungsinya melaporkan seluruh 
Kegiatan Kerjasama kepada Walikota. 

BABIX 

PEMBIAY.AAN 

Pasal 18 

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerjasama 
dibebankan dalam APBD. 
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BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19�· 

(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perjanjian kerjasama yang 
telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian 
kerjasama. 

(2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan W alikota lainnya 
yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal . 2 Q  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

TBP.H rnPER;�,:;-G��� A;·--!--;;.;;� ·1.1. ;_ 
.� - · ·  

i  1  Sekret .. vk llf1€'"' I , ..,,;,!/\I,.. an •. N.-\.:i 

Diundan kan di Palopo 
pada ta ggal 3 0 kt o b  er  2  0  1  7  

1  

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 3 0 kt  o b  e r  2  O  1  7  

WALIKOTA PALOPO, 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2 0 1 7  
NOMOR 74 


